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Abstrak 
Banyaknya permasalahan hukum yang terjadi di Negara ini semakin hari semakin 
bertambah, baik itu kasus yang begitu rumit, sederhana namun melibatkan masa yang ada., 
dimana pelaku hukum atau kejahatan itu adalah seorang tersangka yang telah melakukan 
perbuatan hukumanya dan harus menerima hasil dari perbuatanya. Namun kadang yang 
sering terjadi kesalahan dalam menentukan seorang tersangka dalam suatu kasus hukum 
dikarenakan pembuktian yang ada, mungkin karena bukti yang kurang maka penetapan 
tersangka dilakukan dengan cara terpaksa dengan hasil pemeriksaan seadanya. Jika 
mengingat setiap tersangka memiliki HAM, maka disinilah saat penyidikan bagi tersangka 
wajib dan bias menggunakanbantuan penasehat hukum guna mendampingi tersangka 
muntuk memperoleh haknya. Peranan bantuan hukum terhadap tersangka ini melindungi 
hak dan mengikuti bagaimana layaknya penyidikan bagi tersangkanya yang didampingi. 
Maka peranan bantuan hukum seorang penasehat dalam penyidikan itu sangat penting 
karena di sana seorang tersangka mendapat pendampingan khusus dan perlindungan 
haknya sebagai warga Negara walau masih dalam permasalahan hukum. 
 
Abstract 
Great quantities of law problems in our country are increases each day this can be 
categoried into difficult and simple case though involve society, where the law subject is a 
suspect who did the law act and has to get the result of it. On the other hand, oftentimes 
occur the error of determining person to be a suspect because of such evidence. This many 
happen because of the lack of the evidence. Consequently, the decision is forced with 
investigation. Remembering every suspect has their own human right. So here is the 
investigationof the suspect can be helped by law councelor to assist the suspect to get their 
right. The purpose is to save the human right of the suspect and participate the fair 
investigation. 
As a result, the purpose of law assisting of a law councelor is very significant 
because there a suspect get assistance and protection to their  authority as citizen 
although in law problem. 
 
 
I. Pendahuluan 
  Banyaknya permasalahan hukum 
yang ada di negara ini semakin harinya 
semakin bertambah, baik itu 
permasalahan hukum yang cukup rumit 
maupun permasalahan hukum yang 
sederhana. Permasalahan hukum yang 
dianggap rumit mungkin seperti contoh 
saat ini berupa permasalahan hukum 
yang sedang terkenalnya yaitu kasus kopi 
sianida, mungkin kasus ini lebih trend 
dibanding berita permasalahan yang lain 
sehingga setiap masyarakat yang 
mengetahui pun meluas. Kasus kasus 
rumit lainnya yang dianggap 
permasalahannya rumit berupa kasus-
kasus pembunuhan yang apa dan 
bagaimana motifnya hingga terjadi 
permasalahan hukum tersebut. Kemudian 
contoh kasus yang permasalahan yang 
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sederhana sebagaimana kita tahu juga 
adalah kasus pencurian, pencurian sandal, 
pencurian kayu bakar dan pencurian yang 
dengan harga barang yang bisa dibeli.    
  Permasalahan hukum yang sering 
terjadi ini terjadinya dengan selang waktu 
yang cukup tipis dalam artian adalah 
waktu yang berdekatan. Belum selesai 
permasalahan hukum yang satu, telah 
muncul lagi permasalahan hukum yang 
lain. Hal ini menyebabkan suatu negara 
bahkan negara kita sendiri dianggap 
kurang perhatian pada setiap 
permasalahan hukum yang terjadi. Kita 
sering mengenal dan membicarakan apa 
itu permasalahan hukum, namun tak 
mengerti permasalahan hukum itu apa.  
  Sering terhambatnya penyelesaian 
kasus dalam permasalahan hukum itu 
bisa dikarenakan pelaku hukum yang 
sulit ditentukan dikarenakan motif dalam 
kasus tersebut buntu dalam bukti yang 
ada atau ditemukan. Kemudian dalam 
penyidikan yang dilakukan sangat sulit 
untuk mendapatkan suatu keterangan 
untuk kasus tersebut, karena ada juga 
diterapkan asas praduga tak bersalah bagi 
seorang pelaku dalam kasus tersebut. 
Kadang dalam hal ini begitu minim atau 
kurangnya bantuan hukum terhadap 
seorang pelaku hukum atau yang 
biasanya disebut seorang tersangka. 
Contoh kecil kembali kita ambil dalam 
kasus pencurian yang dialami masyarakat 
kecil, dengan hukuman yang begitu berat, 
sesuai keputusan Hakim, tidak pernah 
terdengar adanya bantuan hukum secara 
relawan bagi tersangka, padahal 
seharusnya dalam suatu penyelesaian 
masalah tersebut para penegak hukum 
lupa akan HAM seseorang diatas 
perlidungan negaranya. Kemudian 
permasalahan bantuan hukum di 
Indonesia adalah berhubungan dengan 
sifat negara kita sebagai Negara Hukum 
dan konsekuensinya dari diakuinya 
prinsip Negara Indonesia adalah Negara 
Hukum. Ungkapan diatas mengandung 
pengertian bahwa bantuan hukum 
merupakan salah satu cara dalam rangka 
penegakan hukum di Indonesia. 
 Konsepsi tentang bantuan hukum 
adalah suatu negara hukum seperti 
Indonesia, juga berkaitan erat dengan hak 
asasi manusia. Oleh karenanya, untuk 
memberikan penghargaan dan jaminan 
serta perlindungan terhadap hak-hak asasi 
manusia itu maka setiap tindakan kita 
selalu didasarkan atas hukum seperti 
tercantum dalam penjelasan Undang-
undang Dasar 1945: 
  „Negara Indonesia berdasarkan 
atas hukum (recht staat) tidak 
berdasarkan atas kekuasaan belaka 
(Macht Staat). Ini mengandug arti bahwa 
negara, termasuk didalamnya 
pemerintahan dan lembaga-lembaga yang 
lain, dalam melaksanakan tindakan-
tindakan apapun, harus dilandasi dengan 
hukum atau harus dapat 
dipertanggungjawabkan secara hukum”. 
  Sebagaimana halnya seperti 
aspek-aspek kehidupan manusia pada 
umumnya, maka hukum sebagai salah 
satu norma yang mengatur perilaku antar 
pribadi manusia yang harus ditunjukkan 
untuk menyeimbangkan antara hak dan 
kewajiban manusia. Sebaliknya 
ketidakseimbangan antara hak dan 
kewajiban manusia itu sendiri akan 
menimbulkan akibat hukum, berupa 
konflik yang harus diselesaikan secara 
hukum melalui proses peradilan. Didalam 
konflik tersebut tidaklah mudah untuk 
diselesaikan, karena para pihak yang 
terlibat adalah warga negara yang 
melanggar hukum yaitu terdakwa atau 
tersangka, melawan negara yang diwakili 
oleh aparatnya seperti Polisi selaku 
penyidik, Jaksa selaku Penuntut Umum 
dan Hakim selaku penegak keadilan. 
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Keadaan seorang tersangka atau terdakwa 
dalam menghadapi proses penyelesaian 
konflik tersebut memerlukan adanya 
upaya berupa bantuan hukum dari 
penasehat hukum, sebagaimana yang 
telah tercantum dalam ketentuan Undang-
Undang  dan atau peraturan perundangan 
lainnya yang berlaku. Dalam 
memberikan bantuan hukum bagi 
tersangka dalam hal penyidikan terlihat 
adanya interaksi dan konflikasi dalam 
diri penasehat hukum yang 
mempengaruhi peranan dan 
kedudukannya selaku penasehat hukum, 
pembela tersangka selaku salah satu 
penegak hukum.  
 Kitab Undang-Undang Hukum 
Acara Pidana yang berdasar Pancasila 
dan Undang-Undang Dasar 1945 yang 
lebih menjamin perlidungan hak asasi 
manusia. Ketika HIR (Herzien Inlandsch 
Reglement / Indonesia yang 
Diperbaharui)  diperlukan sebagai hukum 
acara pidana di Indonesia, pihak penyidik 
selalu dalam melakukan pemeriksaan 
cenderung mengejar pengakuan bersalah 
tersangka. Tidak jarang penyidik 
melakukan penekanan-penekanan, 
pemaksaan dan penyiksaan-penyiksaan 
terhadap phisik dan mental tersangka, 
tanpa menghiraukan sama sekali asas 
praduga tak bersalah sebagai salah satu 
dari pada hak asasi manusia yang sudah 
dijamin dalam undang-undang No. 14 
Tahun 1970 yang dalam pasal 8. Karena 
hal itu sistem yang dianut oleh HIR 
didalam tingkat pemeriksaan 
pendahuluan adalah bersifat inquissitoir, 
dimana tersangka dipandang sebagai 
obyek belaka sehingga terjadilah hal-hal 
yang mengerikan bagi si tersangka 
(Srilaksmi, 2020). 
Sebagaimana kita ketahui, dalam 
pengadilan perkara pidana, Hakim selalu 
mencari kebenaran yang material 
(kebenaran yang sesungguhnya). Hakim 
akan benar-benar menghukum yang 
bersalah berdasarkan bukti-bukti yang 
sah dan meyakinkan, sehingga dengan 
demikian pengakuan bersalah dari 
tersangka yang diperoleh petugas 
penyidik dengan jalan penekanan 
terhadap tersangka tidak merupakan 
kebenaran yang sesungguhnya. Dengan 
berlakunya Kitab Undang-Undang 
Hukum Acara Pidana yang baru praktek-
praktek pemeriksaan pendahuluan yang 
dianut dalam HIR sudah tidak berlaku 
lagi. Didalam pemeriksaan pendahuluan 
menurut Undang-Undang Hukum Acara 
Pidana, si tersangka tidak lagi dipandang 
obyek yang harus diperiksa, tetapi 
tersangka dinyatakan sebagai subyek 
yang mempunyai hak dan kewajiban 
menurut hukum yang harus dilindungi. 
Hal ini dimaksud oleh pembentuk 
Undang-Undang agar didalam 
pemeriksaan pendahuluan dapat 
mencapai hasil yang tidak menyimpang 
dari apa yang sebenarnya telah terjadi. 
  Dalam pasal 115 Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), 
dinyatakan penasehat hukum dalam 
tersangka ditigkat pemeriksaan 
pendahuluan hanya dimungkinkan oleh 
Undang-Undang secara pasif. Ini 
menunjukkan suatu kemajuan yang telah 
dicapai oleh pembentuk Undang-Undang 
khususnya dalam hal memberikan 
perlindungan terhadap hak-hak asasi 
manusia. Disamping itu Hukum Acara 
Pidana memungkinkan untuk 
diadakannya pra peradilan sebagai upaya 
untuk menghindari adanya kesewenang-
wenangan dalam hal penangkapan dan 
penahanan yang dilakukan petugas. 
Masalah bantuan hukum dalam tingkat 
penyidikan  sangatlah berperan, saat 
berlakunya HIR yang diberi kewenangan 
melakukan penyidikan adalah polisi dan 
jaksa dan sedangkan menurut KUHAP 
yang diberikan tugas melakukan 
penyidikan adalah polisi, jaksa hanya 
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dimungkinkan untuk diberikan tugas 
sebagai penyidik dalam hal tindak pidana 
korupsi, sedangkan dalam hal tindak 
pidana biasa jaksa diberikan wewenang 
sebagai penuntut umum. 
  Maka dengan melihat hal tersebut 
diatas dapatlah penegak hukum 
khususnya dalam penyidikan beradaptasi 
dengan aturan-aturan yang ditentukan 
dalam Kitab Undang-Undang Hukum 
Acara Pidana. Inilah yang mendorong 
penulis untuk menulis dan menyajikan 
judul tersebut. Adapun rumusan 
masalahnya yaitu bagaimana peranan 
bantuan hukum dalam proses penyidikan 
bagi seorang tersangka dan apa saja yang 
menjadi hambatan dalam pemberian 
bantuan hukum kepada tersangka pada 
saat penyidikan. 
 
II. Pembahasan 
2.1  Peranan Bantuan Hukum 
dalam Penyidikan bagi Tersangka 
 Penelitian melalui sejarah akan 
banyak membantu kita untuk memahami 
suatu persoalan dengan sebaik-baiknya, 
termasuk dapat mengetahui 
perkembangannya dari masa ke masa 
mengenai bantuan hukum tersebut di 
Indonesia. Tentang dunia bantuan hukum 
bukanlah suatu hal yang baru dalam arti 
tidak hanya baru dikenal dengan dalam 
kurun waktu pada abad ke 20 saja akan 
tetapi bantuan hukum sudah ada dan 
dikenal sejak jaman Yunani dan Romawi.  
Kemanusiaan dalam perkembangannya 
mengalami perubahan dan bervariasi 
dengan jamannya, dengan tanpa 
menghilangkan dasar idialismenya yaitu 
membantu kaum lemah dan buta hukum.  
 Pada jaman romawi bantuan 
hukum masih bersifat umum, yang 
diberikan oleh tokoh-tokoh masyarakat 
yang dipercaya dan dihargai oleh 
masyarakat yang disebut dengan 
Patronus. Dimana anggota masyarakat 
yang sedang kesusahan datang meminta 
perlindungan kepada mereka. Pada 
umumnya mereka yang memberikan 
pertolongan tersebut tidak memiliki 
profesi hukum atau bukan di kalangan 
ahli hukum. Dalam rangka memberikan 
bantuanya kepada masyarakat untuk 
mendapatkan keadilan mereka selalu 
menempuh jalur diluar hukum. Sistem ini 
menimbulkan keadaan dimana anggota 
masyarakat dapat gambaran bahwa asal 
mula adanya bantuan hukum bersumber 
dari jaman Romawi. Memberikan 
bantuan hukum adalah suatu pekerjaan 
kehormatan, tidak sembarang orang dapat 
melakukan, sehingga disamakan dengan 
pekerjaan komersial biasa. Seandainya 
ada honorarium ini bukan berarti upah 
akan tetapi sebagai penghargaan saja, 
dengan demikian pada prinsipnya 
pekerjaan memberikan bantuan ini 
bukanlah pekerjaan dagang jasa. 
Perkembangan bantuan hukum ini 
kemudian dari masa ke masa 
mendapatkan pengaruh baik dari 
perkembangan jaman maupun kemajuan 
ilmu pengetahuan sehinnga pada abad 
pertengahan pemikiran tentang bantuan 
hukum berubah karena dipengaruhi oleh 
perkembangan ajaran agama Kristen 
yaitu perasaan cinta kasih yang 
mendasari ajaran agama Kristen turut 
pula melengkapi serta mendasari 
mempercepat proses perkembangan 
bantuan hukum. Maka lahirlah 
pemikiran-pemikiran yang memikirkan 
lebih lanjut tentang bagaimana  caranya 
memberikan keadilan yang sama bagi 
semua orang dalam masyarakat, 
perkembangan pada waktu sudah 
mencapai tingkat dimana sarjana hukum 
yang bekerja pada profesi bantuan hukum 
yang sudah memakai honor, sehingga 
orang yang mampu pada akhirnya yang 
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betul-betul bisa membela haknya, 
sedangkan orang yang tidak mampu sama 
sekali tidak dapat memanfaatkan bantuan 
hukum yang ada pada waktu itu. 
Melihat perkembangan bantuan 
hukum tersebut diatas maka timbul 
pemikir-pemikir baru agar si miskin di 
dalam membututuhkan batuan hukum 
dapat kesempatan yang sama dengan 
orang-orang yang mampu. Cara yang 
dikenal pada waktu itu adalah Advocatus 
saat ini sedang berkembang  di Indonesia 
bantuan hukum meskipun sangat terbatas, 
telah ada dan berjalan di Indonesia. 
Bantuan hukum dalam arti pelayanan 
seorang terdakwa yang tidak mampu 
membayar pengacara akan tetapi terbatas 
pada perkara-perkara yang diancam 
hukuman mati. Setelah Indonesia 
merdeka, pada Tahun 1950-an 
perkembangan bantuan hukum menjadi 
lebih luas dengan didirikannya Tjandra 
Naya yaitu suatu organisasi dari pada 
orang-orang Indonesia keturunan Cina 
yang memberikan bantuan hukum kepada 
setiap anggotanya yang berpekara. 
Dengan demikian bantuan hukum untuk 
anggotanya tidak terbatas kepada perkara 
yang diancam hukuman mati saja tetapi 
diberikan dalam segala macam perkara 
meskipun ada batasannya yang lain, yaitu 
bantuan hanya diberikan kepada suatu 
golongan tertentu saja. Gagasan atau 
konsep bantuan hukum di Indonesia 
sangat luas dan berkembang dengan 
pesat. Boleh dikatakan bahwa jaminan 
dari suatu konsep bantuan hukum asli 
Indonesia telah terbentuk. Selanjutnya 
konsep ini berkembang tidak lagi semata 
mata didasarkan pada perasaan dan 
perikemanusiaan untuk memberikan 
pelayanan hukum kepada orang yang 
tidak mampu dan buta hukum, sebaliknya 
pengertian bantuan hukum lebih luas 
yaitu meningkatkan kesadaran dari pada 
masyarakat sehingga mereka akan 
menyadari hak mereka sebagai warga 
negara Indonesia. Dengan demikian 
maka didalam Negara Hukum seperti 
Negara hukum Indonesia, bantuan hukum 
adalah merupakan hak dari pauparum. 
Adapun yang mengangkat mereka-
mereka adalah gereja dan digaji oleh 
gereja, kemudian cara lain kita lihat pada 
masa itu adalah memberikan 
keistimewaan pada orang miskin, seperti 
misalnya beracara didepan pengadilan 
tanpa membayar. Pemikiran yang 
melandasi bantuan hukum terpaku pada 
dalih rasa kasih sayang saja pada 
perkembangan berikutnya ditentang oleh 
suatu jawaban yang bersifat melengkapi, 
yaitu pada jaman Romawi. 
  Tugasnya bantuan Hukum pada 
saat itu dengan masa sekarang sudah 
merangkum faktor dasar dari manusia 
dan kemiskinan, bertumpu dari sejarah 
dan perkembangan diatas maka kita dapat 
melihat bagaimana perkembangan 
bantuan hukum di Negara kita. Bantuan 
hukum yang kita kenal sekarang ini 
merupakan barang baru di Indonesia, 
bahwa hal itu baru mulai ada dengan 
lahirnya lembaga bantuan hukum. 
Sebelumnya memang sudah ada program 
bantuan hukum yaitu pada jaman 
penjajahan, tapi dalam artinya  yang 
masih terbatas. Dengan mengemukakan 
hal itu kita tidak bisa mendapatkan  
gambaran  yang sebenarnya mengenai 
konsep bantuan hukum saat itu, paling 
tidak akan megurangi arti dari pada setiap 
orang untuk memperoleh perlakuan yang 
sama menurut hukum dengan tidak 
memandang yang miskin ataupun kaya. 
Perkembangan selanjutnya dalam 
eksistensinya akan dapat diharapkan para 
penasehat hukum yang mempunyai 
dedikasi yang tinggi dan penuh 
pengabdian bagi kepentingan citra hukum 
dalam mencapai dan mendapatkan 
kebenaran dan yang nantinya merupakan 
patner bagi pejabat-pejabat penegak 
hukum. Jadi pada hakekatnya bantuan 
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hukum bukanlah hanya sekedar belas 
kasihan semata mata, akan tetapi 
merupakan suatu hak yang dapat dituntut 
oleh setiap orang yang sedang terlibat 
suatu perkara. Kalau kita lihat 
perkembangan bantuan hukum pada 
akhir-akhir ini terlihat adanya suatu 
perkembangan yang kian meningkat, 
dimana kegairahan untuk memberikan 
pelayanan hukum terutama bagi yang 
tidak mampu dikalangan profesi maupun 
dari perguruan tinggi timbul di berbagai 
tempat di negara kita.  Keadaan yang 
demikian ini cukup menggembirakan, 
lebih-lebih lagi dengan ditetapkan 
program bantuan hukum kepada mereka 
yang tidak mampu di dalam GBHN 
sebagai salah satu faktor pembangunan 
dibidang hukum. Demikianlah sejarah 
dan perkembangan bantuan hukum  yang 
sampai sekarang masih tetap diterapkan 
bahkan dengan diperlakukannya KUHAP 
yang baru, masalah tugas dan peranan 
bantuan hukum lebih mendapatkan 
perhatian yang intensif dari sebelumnya.   
2.2 Peranan Bantuan Hukum dalam 
Tingkat Penyidikan 
 Masalah bantuan  hukum dalam 
pemeriksaan tingkat penyidikan adalah 
merupakan suatu permasalahan yang 
paling rumit yang belum terpecahkan di 
negara kita. Berbagai pihak baik dari 
kalangan kepolisian, kejaksaan, 
pengacara maupun dari kalangan ahli 
hukum pada umumnya dengan 
perundang-undangan yang berbeda antara 
satu dengan lainnya yang tidak terlepas 
dari pangkal pendapat yang pro dan 
kontra. Mengenal bagaimana peranan 
bantuan hukum dalam pemeriksaan 
ditingkat penyidikan ini kita harus 
menyadari arti penting dari pada 
pemeriksaan penyidikan itu sendiri 
sebagai kunci yang menentukan berhasil 
tidaknya pemeriksaan di persidangan 
dalam mencari dan mendapatkan 
kebenaran yang selengkap-lengkapnya 
guna menentukan apakah tersangka 
memang benar bersalah atau tidak. 
Karena dari inilah diharapkan dapat 
diungkapkan segala fakta dan data yang 
benar dari apa yang dilakukan oleh 
tersangka, sehingga oleh karenannya 
pemeriksaan ini harus diakukan secermat 
mungkin mencegah supaya jangan 
sampai orang yang bersalah dibebaskan 
dari suatu penghukuman. Maka dari itu 
pemberian bantuan hukum tersebut 
ditempatkan pada suatu titik 
keseimbangan antara kepentingan 
tersangka disatu pihak dengan 
kepentingan petugas penyidik dilain 
pihak dalam mewujudkan keadilan 
berdasarkan Pancasila dan Undang-
Undang Dasar 1945. Bagaimana 
sebenarnya peranan bantuan hukum 
dalam tingkat penyidikan tersebut, di 
dalam pasal 114 KUHAP dinyatakan 
bahwa dalam hal seorang disangka 
melakukan suatu tindakan pidana 
sebelum dimulainya pemeriksaan oleh 
penyidik, penyidik wajib 
memberitahukan kepadanya tentang 
haknya untuk mendapatkan bantuan 
hukum atau sebagaimna dimaksud pasal 
56. 
 Kalau kita lihat dan perhatikan 
perumusan pasal 54 KUHAP menyatakan 
sebagai berikut: guna kepeningan 
pembelaan tersangka atau terdakwa 
berhak mendapat bantuan hukum dari 
seorang atau lebih penasehat hukum. 
Selama dalam waktu dan pada setiap 
tingkat pemeriksaan, menurut tata cara 
yang ditentukan dalam Undang-Undang 
ini. Kalau kita perhatikan perumusan 
tersebut diatas di tingkat proses 
penyidikan tersangka sudah dapat 
diberikan penasehat hukum. Namun 
sekarang yang menjadi masalah apakah 
tersangka menggunakan haknya atas 
bantuan hukum dalam pemeriksaan 
ditingkat penyidikan yang memang telah 
ditentukan oleh Undang-Undang 
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membiarkannya begitu saja, atau 
mungkin tersangka tidak mengetahui 
tentang haknya. Hal ini tergantung dari 
pada orangnya atau disebut tersangkanya, 
disamping pada tersangkanya untuk dapat 
menentukan penasehat hkum yang akan 
mendampingi dalam tingkat penyidikan. 
Undang-Undang juga ada menentukan 
lain yaitu dengan melihat besar kecilnya 
ancaman hukuman yang diproses atas diri 
tersangka. Seperti misalnya dapat kita 
lihat dalam ketentuan pasal-paal berikut: 
  Pasal 55 KUHAP menyatakan 
untuk mendapatkan penasehat hukum 
tersebut dalam pasal 54 tersangka atau 
terdakwa berhak memilih sendiri 
penasehat hukumnya. Dari ketentuan 
pasal ini dapat kita ketahui bahwa 
tersangka, disangka melakukan tindakan 
pidana yang ancamannya tidak lebih dari 
lima tahun melakukan tindakan pidana 
yang ancaman hukumannya tidak lebih 
dari 5 tahun ke bawah, sehingga kalau 
tersangka menggunakan haknya untuk 
didampingi penasehat hukum, mereka 
dimungkinkan oleh Undang-Undang 
untuk memilih sendiri penasehat hukum 
yang akan didampinginya di dalam 
proses penyidikan. Kemudian pasal 56 
KUHAP menyatakan:  
1.) Dalam hal tersangka terdakwa 
disangka atau didakwa melakukan 
tindak pidana yang diancam pidana 
mati atau pidana lima belas tahun 
atau lebih bagi mereka yang tidak 
mampu yang diancam dengan pidana 
lima tahun yang tidak mempunyai 
penasehat hukum sendiri, pejabat 
yang bersangkutan pada semua 
tingkat pemeriksaan dalam proses 
peradilan wajib menunjuk penasehat 
hukum bagi mereka. 
2.) Setiap penasehat hukum yang 
ditunjuk bertindak sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1) 
memberikan bantuannya dengan 
cuma-cuma. 
  Kalau kita perhatikan dengan 
cermat ketentuan pasal 55 dan pasal 56 
KUHAP ini mempunyai perbedaan 
prinsifil, dalam pasal 55 KUHAP  kalau 
tersangka tidak menggunakan haknya 
untuk didampingi penasehat hukum, ini 
tidak menimbulkan konsekuensi bagi 
petugas penyidik ada atau tidaknya 
penasehat hukum yang mendampingi 
tersangka itu adalah merupakan suatu 
kebolehan. Bukan merupakan suatu 
kewajiban bagi petuas penyidik untuk 
menunjukan penasehat hukum dalam 
menghadapi tersangka. Sedangkan kalau 
dalam perumusan pasal 56 KUHAP 
walaupun tersangka tidak menggunakan 
haknya untuk didampingi penasehat 
hukum, mungkin karena mampu untuk 
membayarnya ataukah mungkin 
tersangka adalah seorang sarjana hukum, 
namun penyidik wajib menunjuk 
penasehat bagi mereka untuk 
mendampinginya. Dengan demikian jelas 
kita dapat mengetahui proses perkara 
pidana yang bagaimana, tersangka dalam 
penyididkan wajib didampingi seorang 
penasehat hukum atau sebelum 
memberikan masalah peranan penasehat 
hukum ditingkat penyidikan maka 
terlebih dahulu perlu kiranya untuk 
mengetahui tentang hak dari pada 
penasehat hukum khususnya dalam 
tingkat penyidikan. Mengenai hak dari 
penasehat hukum peraturannya dapat kita 
lihat dalam Bab VII dari pasal tersebut 
yang penting adalah: 
Pasal 69 menyatakan: 
 Penasehat hukum berhak 
menghubungi tersangka sejak saat 
ditangkap atau ditahan pada semua 
tingkat peemriksaan menurut tata cara 
yang ditentukan dalam Undang-Undang 
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Pasal 70 menyatakan: 
1. Penasehat hukum sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 69 berhak 
menghubungi dan berbicara dengan 
tersangka pada setiap tingkat 
pemeriksaan dan setiap waktu untuk 
kepentingan pembelaannya. 
2. Jika terdapat bukti bahwa penasehat 
hukum tersebut menyalah gunakan 
haknya dalam pembicaraanya dengan 
tersangka maka sesuai dengan tingkat 
pemeriksaan, penyidikan, penunut 
umum atau petugas lembaga 
pemasyarakatan memberi peringatan 
kepada penasehat hukum. 
3. Apabila peringatan tersebut tidak 
diindahkan maka hubungan tersebut 
diawasi oleh pejabat yang tersebut 
pada ayat 2. 
4. Apabila setelah diawasi, haknya masih 
disalahgunakan maka hubungan 
tersebut disaksikan oleh pejabata 
tersebut pada ayat 2, apabila setelah 
itu tetap dilanggar maka hubungan 
selanjutnya dilarang. 
Pasal 72 KUHAP menyatakan; 
 Atas permintaan tersangka atau 
penasehat hukumnya pejabat yang 
bersangkutan memberi turunan berita 
acara pemeriksaan untuk kepentingan 
pembelaan. 
Pasal 73 KUHAP menyatakan: 
 Penasehat hukum berhak 
mengirim dan menerima surat dari 
tersangka setiap kali dikehendaki 
olehnya. 
Melihat perumusan pasal-pasal diatas, ini 
bukan berarti penasehat hukum bebas 
dalam mendampingi tersangka ditingkat 
penyidikan. 
Pasal 71 KUHAP menyatakan:  
1.) Penasehat hukum sesuai dengan 
tingkat pemeriksaan dalam 
berhubungan dengan tersangka 
diawasi oleh penyidik, penuntut 
umum atau petugas lembaga 
pemasyarakatan tanpa mendengar isi 
pembicaraan. 
 
2.) Dalam hal kejahatan keamanan 
negara pejabat tersebut pada ayat (1) 
dapat mendengar pembicaraan. 
Pasal 115 KUHAP menyatakan: 
1) Dalam hal penyidik sedang 
melakukan pemeriksaan terhadap 
tersangka penasehat hukum dapat 
mengikuti jalannya pemeriksaan 
dengan cara melihat serta mendengar 
pemeriksaan. 
 
2) Dalam hal kejahatan terhadap 
kejahatan Negara penasehat hukum 
dapat hadir dengan cara melihat 
tetapi tidak dapat mendengar 
pemeriksaan tersangka. 
Dngan memperhatikan ketentuan pasal 
diatas sesuai dengan KUHAP, yang 
kemudian kita kaitkan dengan pasal 71 
dan pasal 115, maka kita akan dapat 
melihat peranan penasehat hukum dalam 
peyidikan antara lain: 
1. Penasehat hukum dapat memberikan 
nasehat tersangka sehingga ia akan 
mengerti tentang sangkaan yang 
disangkakan pada dirinya, dengan 
demikian akan betul-betul 
didapatkan kebenarannya yang 
materiil atas sangkaan tersebut. 
2. Dalam mendampingi tersangka di 
tingkat penyidikan penasehat hukum 
mempunya peranan bebas tetapi 
terawasi. 
3. Penasehat hukum berperan sebagai 
pengamat atas jalannya proses 
penyidikan, apakah petugas 
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penyidikan dalam memeriksa 
tersangka  masih melakukan 
kekerasan terhadap hak asasi 
tersangka, ataukah sudah 
menerapkan ketentuan dalam 
KUHAP, dalam melaksanakan 
tugasnya. Semua ini akan diamati 
secara langsung oleh penasehat 
hukum. 
4. Penasehat hukum disamping 
berperan sebagaimana diatas, juga 
memberikan arah untuk menuju 
kebenaran yang materiil sehingga 
rasa keadilan yang dituntut oleh 
setiap orang dapat dirasakan 
manfaatya. 
5. Dengan kerja sama yang baik antara 
aparat penegak hukum yaitu 
penasehat hukum, jaksa dan hakim 
akan melahirkan rasa keadilan 
sebagaimana yang dikehendaki oleh 
pencari keadilan. 
6. Dengan adanya penasehat hukum 
akan memberikan arah untuk menuju 
pelaksanaan dari pada Undang-
undang secara murni dan 
konsekuensi. 
 
2.3 Hambatan dalam Memberikan 
Bantuan Hukum dalam Tingkat 
Penyidikan. 
 Di dalam  memberikan bantuan 
hukum, penasehat hukum sering 
menemui hambatan atau rintangan, 
bahkan korban perasaan dalam 
melakukan tugasnya, namun demi 
pertumbuhan hukum yang sehat dan 
pelaksaan hukum yang baik, maka hal itu 
dianggap tidak memepengaruhi tugasnya. 
Hambatan tersebut ada yang bersifat 
yuridis dan ada yang bersifat kultural. 
Untuk mengetahui lebih jauh mengenai 
hambatan tersebut diatas maka  sebagai 
berikut uraiannya: 
2.3.1 Hambatan Yuridis 
  Untuk mengetahui hambatan 
yuridis dalam memberikan bantuan 
hukumnya maka perlu melihat ke 
belakang mengenai perkembangan 
bantuan hukum di Indonesia. Pada jaman 
kolonial Belanda khususnya dalam 
hukum acara pidana kita melihat ada 
dualisme hukum yang diperlukan. Hal ini 
disebabkan oleh karena adanya 
penggolongan penduduk Indonesia. Bagi 
orang eropa atau yang dipersamakan 
dengannya diperlakukan reglement of de 
starvordering atau disingkat RV dimana 
hukum acara ini sudah banyak mengatur 
masalah bantuan hukum. Melihat 
peraturan tersebut diatas wajarlah bila 
profesi penasehat hukum dapat tumbuh 
dan berkembang bagi penasehat-
penasehat hukum bangsa Belanda untuk 
beracara di peradilan Eropa. Hal ini 
disebabkan karena secara yuridis 
memungkinkan untuk berkembang. 
Sedangkan bagi orang-orang Indonesia 
Hukum Acara Pidana yang diperlakukan 
adalah Herziene Inladdsch Reglement 
atau disingkat dengan HIR. Hukum acara 
ini sedikit sekali mengatur masalah 
bantuan hukum. Di dalam perkara Pidana 
bagi orang-orang Indonesia juga tidak 
ada ketentuan dalam HIR bahwa tiap 
terdakwa berhak dibela oleh seorang 
lawyer. Serang terdakwa boleh membela 
dirinya dengan menunjuk orang lain, 
namun pembelaan ini baru dapat 
diberikan pada saat persidangan. Melihat 
peraturan tersebut diatas segi yuridis 
sudah tidak memungkinkan untuk 
tumbuh dan berkembangnya bantuan 
hukum bagi bangsa Indonesia. Hal ini 
menunjukkan bahwa pemerintah kolonial 
telah menjalankan politik bantuan yang 
bersifat diskriminatif. Demikian pula asal 
mula hambatan yang ditemukan oleh 
penasehat hukum dalam memberikan 
bantuan hukum bagi orang Indonesia, 
setelah Indonesia merdeka hal diatas 
tidak banyak mengalami perubahan. 
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Pluralisme dalam peradian memang 
dihapuskan sehingga hanya ada satu 
sistem peradilan di Indonesia. Demikian 
pula hanya berlaku satu hukum acara 
pidana bagi seluruh penduduk, tetapi 
sayang yang dipilih sebagai warisan dari 
sistem dan perundang undangan, kolonial 
justru bukan  lebih maju, melainkan yang 
lebih miskin yaitu peradilannya bukan 
Read Van Justitio melainkan Landrad 
dimana hukum acaranya yang dipilih 
adalah HIR. Ini membawa akibat bahwa 
banyak ketentuan-ketentuan yang 
menjaminnya namun masih banyak 
hambatan yang dihadapi penasehat 
hukum. Masalah bantuan hukum tidak 
diwarisis ke dalam perundang-undangan 
yang berlaku setelah kemerdekaan, 
namun setelah pemerintahan Orde Baru 
nampaknya ada angin untuk membangun 
dan memperhatikan keadaan hukum yang 
sudah hancur berantakan. Puncak dari 
keinginan tersebut adalah dikeluarkannya 
Undang-Undang tentang kekuasaan 
Kehakiman (Suadnyana & Yuniastuti, 
2019). Yang pertama kalinya mengatur 
hak atas bantuan hukum. Dengan 
demikian yang mengatur bantuan hukum 
yang termuat dalam Undan-Undang 
Pokok Kekuasaan Kehakiman tersebut 
hanya  sebagai koleksi bagi pembentuk 
Undang-Undang. Dengan berlakunya 
KUHAP ini sudah merupakan kemajuan 
dalam pengaturan masalah bantun hukum 
dimana si tersangka sejak penangkapan 
dan penahanan sudah dapat didampingi 
penasehat hukum. Jadi secara yuridis 
walaupun ada beberapa pasal yang 
mengatur masalah bantuan hukum dalam 
KUHAP namun masih banyak hambatan 
yang dihadapi oleh penasehat hukum 
kepada tersangka di tingkat penyidikan. 
Biasanya apabila seorang penasehat 
hukum didalam mendampingi kliennya 
dalam hal tersangka pada pemeriksaan 
pendahuluan atau penyidikan, penyididik 
berusaha berbuat manis. Pada saat 
tersangka tidak didampingi penasehat 
hukum dalam penyidikan tanpa  disadari 
dimana penyidik telah memaksa untuk 
bisa mengaku apa yang diduga atau 
dituduhkan kepada tersangka untuk 
mengakui perbuatannya. 
 
 
2.3.2 Hambatan Kultural 
  Telah  diuraikan diatas bahwa 
dalam masyarakat tradisional Indonesia 
tidak dikenal lembaga bantuan hukum. 
Lembaga ini baru dikenal sejak 
masuknya hukum barat. Oleh karena itu 
usaha untuk memeperkenalkan bantuan 
hukum untuk penyelesaian masalah-
masalah hukum hal yang tidak mutlak 
harus terus dilakukan. Kalau anggota 
masyarakat tersangkut suatu perkara 
maka kebiasaan yang sering dilakukan 
adalah dengan jalan mencari pemecahan 
sendiri atau menyerahkan perkara 
tersebut kepada pemuka-pemuka 
masyarakat di luar institusi dan peradilan. 
Hal demikian yang memang pada 
dasarnya adalah baik karena 
mengharapkan suatu penyelesaian secara 
damai dan penyelesaian seperti hanya 
mungkin dapat berjalan dalam 
masyarakat yang tertutup. 
  Kebiasaan ini di negara Indonesia 
yang merdeka masih tetap berjalan 
walaupun dalam bentuk baru dan 
dirasionalkan kepada pejabat penguasa 
(eksekutif). Akibatnya membuka peluang 
bagi merajalelanya korupsi, dan 
penyalahgunaan kekuasaan. Anggota 
masyarakat mau menerima resiko apapun 
dari pada suatu keputusan. Untuk 
menghilangkan hambatan itu, masyarakat 
harus dididik guna mendapatkan 
pegangan mengenai kepastian hukum 
tentang hak-hak dan kepentingannya 
melalui proses hukum. Tidak lagi harus 
bersikap menerima, yaitu suatu sikap 
mental yang pasrah atau menyerahkan 
segala sesuatu kepada atasan. 
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  Dengan lain kata masyarakat 
harus dididik kepada nilai-nilai yang 
terkandung dalam pengertian negara 
hukum. Disamping itu sikap mental yang 
selalu berorientasi keatas harus 
dihapuskan. Harus dikembangkan 
pengertian dan kesadaran akan hak-hak 
dan kedudukan yang sama di mata 
hukum. Untuk itu kiranya mutlak harus 
ditumbuhkan sifat-sifat percaya pada diri 
sendiri, sifat  mengejar prestasi, dan 
meninggalkan sifat mengabaikan 
tanggung jawab sendiri, sebagaimana 
disinggung oleh Prof.Kuntjaraningrat: 
“Perubahan ini disamping berlaku 
kepada anggota masyarakat juga berlaku 
bagi penguasa. Mengingat masih kuatnya 
piodalisme, disertai dengan pandangan 
orientasi vertikal keatas. Masih kuat 
anggapan bahwa pejabat Negara adalah 
primus interpares, seperti dalam 
masyarakat tradisional. Masyarakat 
beranggapan asal keputusan yang diambil 
oleh penguasa pasti sudah benar dan 
adil.” 
 
Dengan sikap mental masyarakat 
yang begitu, dapat dimengerti mengapa 
para penguasa menjadi otoriter. Apabila 
ada masyarakat baik perorangan, maupun 
berkelompok yang berani mengeritik 
penguasa, apalagi menurut hak-haknya 
merasa dirugikan maka dianggap 
merongrong kewajibannya, atau merasa 
direndahkan pamornya sebagai pejabat. 
Sehingga sering anggota masyarakat 
umumnya merasa bahwa pelanggaran 
terhadap hak-hak dan kepentingan-
kepentingannya oleh para pejabat 
penguasa adalah hal yang lumrah dan 
wajar saja, sehingga mereka terima 
begitu saja. 
 
Apabila semuanya ini dapat 
disadari baik oleh anggota masyarakat 
maupun oleh pejabat penguasa, maka 
hambatan didalam pemberian bantuan 
hukum akan dapat diatasi dan kita akan 
dapat mengarah kepada pemberian 
bantuan hukum yang bersifat struktural 
sebagaimana yang kita cita-citakan 
bersama. 
 
III. Penutup 
 
  Setelah dikemukakan 
pembahasan terhadap permasalahan yang 
telah diuraikan maka pada akhirnya 
sampailah kepada beberapa kesimpulan, 
yang merupakan isi pokok dari tulisan 
ini: 
1. Dengan berlakunya KUHAP yang 
menggantikan HIR sebagai hukum 
acara pidana di Indonesia, maka 
mengakibatkan perubahan yang 
fundamental terhadap sistem dan 
pelaksanaan proses penyidikan, 
disamping itu juga akan menuntut 
kesiapan petugas penyidik khususnya 
Polri sebagai aparatur penegak hukum 
yang mengemban fungsi penyidikan. 
2. Dalam beberapa ketentuan pasal dari 
KUHAP telah mengatur tentang 
masalah bantuan Hukum khususnya 
dalam tingkat penyidikan. Tujuannya 
adalah untuk lebih memperhatikan hak 
asasi manusia atau tersangkanya apa 
yang menjadi haknya. 
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